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Abstract. Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia has undergone a paradigmatic shift from voluntary philanthropic activities to a legally binding obligation grounded in various statutory regulations, particularly Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law Number 25 of 2007 on Investment. This study aims to analyze the legal framework governing CSR in Indonesia from a public policy perspective, to evaluate the implementation of CSR by corporations, and to identify normative and empirical constraints that hinder the optimization of CSR as an instrument of sustainable development. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, case-based, and policy analysis approaches. The findings indicate that CSR regulation remains partial in nature, primarily due to the limitation of mandatory obligations to specific sectors, the absence of clear and enforceable sanctions, and the lack of national standards for reporting and oversight.
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Abstrak. Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari aktivitas filantropi sukarela menjadi kewajiban hukum yang memiliki dasar yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum CSR di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik, mengevaluasi implementasi CSR oleh perusahaan, serta mengidentifikasi kendala normatif dan empiris yang menghambat optimalisasi CSR sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan CSR masih bersifat parsial, terutama karena pembatasan kewajiban pada sektor tertentu, ketiadaan sanksi yang tegas, serta tidak adanya standar nasional pelaporan dan pengawasan.
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1. LATAR BELAKANG
Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan dan tata kelola perusahaan modern. Di Indonesia, konsep CSR tidak lagi hanya dilihat sebagai aktivitas filantropi sukarela, tetapi telah memperoleh landasan yuridis yang mengikat melalui berbagai regulasi. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)
Undang-Undang tentang Penanaman Modal, (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) serta berbagai peraturan daerah yang mengatur implementasi CSR. Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia mengalami perkembangan sebagai kewajiban hukum bagi perseroan tertentu, terutama yang operasinya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Struktur regulatif tersebut membuat CSR tidak lagi sekadar instrumen reputasi korporasi, melainkan bagian dari mekanisme akuntabilitas sosial  Namun, efektivitas kerangka hukum tersebut masih dipertanyakan karena berbagai penelitian menunjukkan adanya jarak antara norma dan praktik. 
Secara sederhana, CSR dapat diartikan sebagai komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis, legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari pekerja dan keluarga, komunitas lokal, hingga masyarakat secara keseluruhan (WBCSD, 2000). Sehingga hal ini merumuskan arah reformasi kebijakan untuk periode mendatang.
Oleh karena itu penulis dalam hal ini merumuskan beberapa masalah utama yaitu: (1) Bagaimana kerangka hukum yang mengatur CSR di Indonesia dan bagaimana sifat kewajiban hukum tersebut dalam perspektif kebijakan publik? (2) Bagaimana implementasi CSR oleh perusahaan dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap regulasi dan kebutuhan masyarakat? (3) Apa saja kendala normatif dan praktis dalam penerapan CSR, serta bagaimana relevansi kebijakan publik dalam mengatasi permasalahan tersebut? 

2. KAJIAN TEORITIS
Secara teoretis, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep multidimensional yang berada pada irisan antara hukum, etika bisnis, dan kebijakan publik. CSR lahir dari kesadaran bahwa aktivitas korporasi tidak hanya berdampak pada pemegang saham (shareholders), tetapi juga pada pemangku kepentingan yang lebih luas (stakeholders), termasuk masyarakat, lingkungan, dan negara. Dalam perspektif stakeholder theory, perusahaan dipandang memiliki tanggung jawab sosial yang melekat karena keberadaannya tidak terlepas dari dukungan sumber daya publik dan legitimasi sosial yang diberikan oleh masyarakat (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995).
Dalam kajian hukum, CSR mengalami pergeseran paradigma dari konsep sukarela (voluntary-based responsibility) menuju kewajiban hukum (mandatory-based responsibility). Pergeseran ini dipengaruhi oleh berkembangnya paradigma welfare state dan regulatory state, di mana negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pengatur aktivitas ekonomi demi kepentingan publik. Dalam konteks ini, CSR dipahami sebagai instrumen hukum untuk menginternalisasi eksternalitas negatif kegiatan usaha serta mendorong distribusi manfaat pembangunan secara lebih adil (Gunningham, Kagan, & Thornton, 2003; Muchlinski, 2012).
Dari sudut pandang kebijakan publik, CSR merupakan bagian dari policy mix negara dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. CSR berfungsi sebagai mekanisme komplementer yang menjembatani keterbatasan kapasitas fiskal negara dengan potensi sumber daya sektor swasta. Oleh karena itu, CSR tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional, perlindungan hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Kerangka ini sejalan dengan prinsip sustainable development yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan (Elkington, 1997; United Nations, 2015).
Dalam sistem hukum Indonesia, konseptualisasi CSR menunjukkan karakter hibrid. Di satu sisi, CSR diposisikan sebagai kewajiban hukum melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan turunannya. Di sisi lain, pengaturannya masih menyisakan ruang diskresi yang luas bagi perusahaan, baik dalam menentukan bentuk program, besaran anggaran, maupun mekanisme pelaksanaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan regulatif yang bersifat imperatif dengan pendekatan kebijakan yang lebih persuasif (Asshiddiqie, 2010; Rajagukguk, 2014).
Secara normatif, problem utama dalam teori CSR di Indonesia terletak pada lemahnya integrasi antara norma hukum dan desain kebijakan publik. Ketika CSR hanya diatur sebagai kewajiban tanpa standar substansi, indikator kinerja, dan mekanisme sanksi yang jelas, maka CSR berpotensi direduksi menjadi simbol kepatuhan formal (symbolic compliance). Oleh karena itu, secara teoretis, CSR perlu ditempatkan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang menggabungkan kepastian hukum, akuntabilitas publik, dan efektivitas implementasi, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata (Parker, 2002; Rahardjo, 2009).

3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, dan kebijakan publik yang mengatur Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian tidak diarahkan pada perilaku empiris pelaku usaha, melainkan pada konstruksi normatif dan kebijakan yang membentuk kewajiban serta praktik CSR dalam sistem hukum nasional.
Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum nasional yang mengatur CSR, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta regulasi sektoral dan kebijakan daerah terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi norma, ruang lingkup kewajiban CSR, serta kekuatan mengikat pengaturan CSR dalam kerangka hukum positif.
Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoretis mengenai CSR, supremasi hukum, implementasi kebijakan publik, dan reformasi regulasi. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah pemikiran para ahli hukum, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan guna membangun kerangka analisis kritis terhadap posisi CSR sebagai kewajiban hukum dan instrumen kebijakan publik.
Pendekatan ketiga adalah pendekatan kasus (case approach), yang dilakukan melalui telaah terhadap putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta kebijakan pembatalan peraturan daerah terkait CSR. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana norma CSR ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik, sekaligus untuk mengidentifikasi pola disharmoni antara kebijakan pusat dan daerah.
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kebijakan publik (policy analysis) untuk menilai efektivitas desain regulasi CSR sebagai instrumen kebijakan. Analisis ini mencakup evaluasi tujuan kebijakan, instrumen yang digunakan, aktor pelaksana, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Dengan pendekatan ini, CSR tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum formal, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang harus diuji efektivitas dan legitimasi sosialnya.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif dan metode interpretatif sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan normatif yang bersifat preskriptif dan argumentatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Evaluasi Normatif Terhadap Pengaturan Csr Di Indonesia
Evaluasi normatif terhadap pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) bertujuan untuk menilai sejauh mana norma hukum yang berlaku telah memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas regulasi. Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, evaluasi normatif tidak hanya berfokus pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada koherensi sistem hukum, kejelasan rumusan norma, serta kesesuaian antara tujuan pengaturan dan instrumen hukum yang digunakan. Oleh karena itu, pengaturan CSR perlu dianalisis secara kritis untuk melihat apakah norma-norma yang ada telah dirancang secara sistematis dan mampu menjawab kompleksitas hubungan antara negara, korporasi, dan masyarakat.
Lebih lanjut, evaluasi normatif juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi kelemahan struktural dalam desain regulasi CSR yang dapat menghambat implementasi di tingkat praktik. Ketika norma hukum tidak disertai dengan definisi yang jelas, ruang lingkup kewajiban yang proporsional, serta mekanisme penegakan yang efektif, maka hukum berpotensi kehilangan daya regulatifnya. Dalam konteks CSR, kelemahan normatif tersebut berdampak langsung pada rendahnya akuntabilitas perusahaan dan terbatasnya perlindungan kepentingan publik, sehingga CSR berisiko direduksi menjadi sekadar simbol kepatuhan formal tanpa makna substantif.
Kelemahan normatif dalam kerangka hukum CSR menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu menciptakan kepastian hukum maupun keseragaman praktik antar sektor industri. Pembatasan kewajiban CSR hanya pada perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam telah menciptakan regulatory gap yang signifikan (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74). Padahal, dampak sosial-ekonomi dan lingkungan tidak hanya lahir dari sektor ekstraktif; industri manufaktur, jasa digital, perbankan, hingga logistik kini memiliki kontribusi besar terhadap kerentanan masyarakat dan lingkungan. Ketidakseimbangan ini memunculkan disparitas kewajiban antar pelaku usaha dan memperlemah prinsip keadilan regulatif.
Selain itu, ketidakjelasan sanksi memperlemah fungsi hukum sebagai instrumen deterrence. PP 47/2012 menegaskan kewajiban CSR, namun tidak mengatur konsekuensi hukum jika perusahaan tidak melaksanakannya (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012). Ketiadaan sanksi administratif maupun sanksi keberlanjutan izin usaha membuat CSR dipahami hanya sebagai kewajiban deklaratif. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung menjalankan CSR sebagai formalitas, bukan sebagai kewajiban hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap corporate governance.
Multitafsir konsep CSR juga menjadi problem krusial. Ketidakseragaman definisi mengakibatkan perusahaan memiliki kebebasan luas dalam menentukan ruang lingkup CSR, sering kali tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal. Karena tidak ada standar nasional mengenai substansi program, ukuran keberhasilan, maupun batas minimal kontribusi, implementasi CSR berjalan secara variatif dan tidak terukur (WBCSD, 2000). Kerangka normatif ini tidak memberikan basis kuat untuk penilaian akuntabilitas publik sehingga memunculkan ruang gelap (grey area) dalam pengawasan.
Analisis Implementasi Csr; Temuan Dan Kekurangan Praktis
Analisis implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) menitikberatkan pada bagaimana norma hukum dan kebijakan publik diterjemahkan ke dalam tindakan konkret oleh perusahaan. Dalam perspektif kebijakan publik, implementasi merupakan tahap krusial karena menentukan apakah suatu regulasi benar-benar menghasilkan dampak sosial yang diharapkan atau justru berhenti pada tataran formalitas administratif. Oleh karena itu, evaluasi implementasi CSR perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain regulasi dan praktik di lapangan, serta untuk menilai efektivitas instrumen hukum dalam mendorong perubahan perilaku korporasi.
Lebih lanjut, analisis implementasi CSR juga berfungsi untuk mengungkap faktor-faktor struktural dan institusional yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan CSR. Faktor tersebut meliputi kapasitas kelembagaan perusahaan, mekanisme pengawasan negara, tingkat partisipasi masyarakat, serta ketersediaan standar pelaporan dan evaluasi yang objektif. Ketika aspek-aspek tersebut tidak berjalan secara sinergis, CSR cenderung dilaksanakan secara minimalis dan simbolik, sehingga tujuan akuntabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan sulit tercapai.
Praktik CSR Indonesia masih menunjukkan kelemahan normatif yang tercermin secara langsung dalam aspek implementasi. Pertama, pelaporan CSR oleh perusahaan mayoritas dilakukan secara internal tanpa standar baku. Banyak laporan bersifat self-assessed, tidak diaudit pihak ketiga, serta tidak menggunakan parameter keberlanjutan seperti GRI Standards (Global Reporting Initiative [GRI], 2021). Ketidakseragaman format menyebabkan pemerintah kesulitan melakukan komparasi antar perusahaan, dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang transparan. 
Problem kedua adalah dominasi CSR seremonial. Banyak program CSR masih berupa kegiatan “pemberian bantuan sesaat” seperti pembagian paket sembako, acara festival, atau kegiatan filantropi yang tidak memiliki dampak jangka panjang. Minimnya pelibatan masyarakat (community engagement) mengakibatkan ketidaksesuaian antara program perusahaan dan kebutuhan riil komunitas. Hal ini memperlemah legitimasi sosial CSR dan membuatnya gagal berperan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. 
Temuan ketiga adalah rendahnya transparansi dana CSR. Pengungkapan dana secara parsial membuat publik sulit menilai proporsionalitas alokasi terhadap kapasitas ekonomi perusahaan. Ketiadaan kewajiban audit sosial memperburuk situasi tersebut karena tidak ada mekanisme verifikasi independen terhadap efektivitas dan distribusi manfaat (Marzuki, 2017).
Selain itu, banyak peraturan daerah terkait CSR dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dinilai melampaui kewenangan, terutama ketika pemda mewajibkan besaran dana CSR tertentu atau melakukan intervensi pada penyaluran dana. Fenomena ini mencerminkan ketidaksinkronan antara kebijakan daerah dan kerangka hukum nasional. Ketidakselarasan ini berpotensi menimbulkan void of authority dan menghambat koordinasi antar pemangku kepentingan (Kementerian Dalam Negeri, 2015).
Arah Reformasi Kebijakan Csr Dan Relevansinya
Arah reformasi kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) perlu dipahami sebagai respons normatif dan strategis atas berbagai kelemahan regulatif dan implementatif yang telah diidentifikasi pada pembahasan sebelumnya. Dalam perspektif kebijakan publik, reformasi tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan norma hukum, tetapi juga sebagai upaya penataan ulang tujuan, instrumen, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan agar selaras dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang. Oleh karena itu, reformasi kebijakan CSR harus diarahkan pada penguatan peran negara dalam memastikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar berkontribusi terhadap kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut, relevansi reformasi kebijakan CSR terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kepentingan korporasi dengan kebutuhan masyarakat serta agenda pembangunan nasional. Kebijakan CSR yang dirancang secara komprehensif dapat berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap dampak eksternalitas negatif kegiatan usaha, sekaligus sebagai mekanisme redistribusi manfaat pembangunan. Tanpa reformasi yang sistematis dan terintegrasi, CSR berpotensi terus dipraktikkan secara fragmentaris dan simbolik, sehingga gagal mewujudkan akuntabilitas sosial yang substansial.
Arah reformasi kebijakan CSR diperlukan untuk menutup celah normatif dan mengatasi kelemahan implementatif yang telah diidentifikasi. Perluasan kewajiban CSR ke seluruh sektor industri merupakan langkah logis untuk menghilangkan disparitas regulatif serta mempertegas fungsi CSR sebagai kewajiban hukum yang melekat pada seluruh bentuk kegiatan usaha (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74). Dengan perluasan ini, prinsip keadilan horizontal dapat tercapai, dan negara memiliki landasan kuat untuk membangun standar nasional CSR yang inklusif dan setara. 
Reformasi selanjutnya adalah pembentukan standar pelaporan CSR nasional berbasis akuntabilitas publik. Standar ini harus mengatur format, indikator, dan metodologi pelaporan agar tercipta konsistensi dan keterbandingan antar pelaku usaha. Dengan format baku, pemerintah dapat melakukan performance monitoring, sementara masyarakat mendapatkan hak atas informasi yang relevan untuk evaluasi sosial. Instrumen ini juga menjadi dasar bagi pemberlakuan social accountability audit yang memastikan validitas data pelaporan (GRI, 2021).
Pembentukan portal nasional keterbukaan dana CSR menjadi inovasi kebijakan untuk mengatasi minimnya transparansi. Portal ini berfungsi sebagai basis data publik yang mencatat seluruh alokasi dan penggunaan dana CSR, termasuk program, lokasi sasaran, nilai anggaran, serta hasil evaluasi. Dengan demikian, potensi penyimpangan, duplikasi program, dan intervensi birokratis dapat diminimalisir. Integrasi CSR dengan SDGs, RPJMN, dan indikator pembangunan daerah akan memperkuat relevansi CSR terhadap arah pembangunan nasional (United Nations, 2015). Integrasi ini memastikan bahwa CSR bukan sekadar aktivitas sosial perusahaan, tetapi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang sinkron dengan kebutuhan negara dan daerah. Reformasi ini menjawab tujuan penelitian, yakni menciptakan kerangka hukum dan kebijakan publik yang lebih efektif, legitimate, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis normatif dan kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia secara formal telah memiliki landasan yuridis yang relatif memadai, namun belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas implementasi CSR sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Pembatasan kewajiban CSR hanya pada perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam menciptakan ketimpangan kewajiban antar sektor industri dan melemahkan prinsip keadilan regulatif. Selain itu, absennya pengaturan sanksi yang tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menyebabkan kewajiban CSR cenderung bersifat deklaratif dan tidak memiliki daya paksa yang memadai.
Pada tataran implementatif, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan CSR masih menghadapi berbagai kelemahan struktural, antara lain pelaporan yang tidak terstandarisasi, rendahnya transparansi pengelolaan dana, dominasi program CSR yang bersifat seremonial, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Kondisi tersebut diperparah oleh belum adanya mekanisme audit sosial independen dan lemahnya koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, yang tercermin dari pembatalan sejumlah peraturan daerah terkait CSR.
Secara keseluruhan, CSR di Indonesia belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan publik yang mampu menjembatani kepentingan korporasi, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan kerangka regulasi, perluasan kewajiban CSR ke seluruh sektor usaha, penyusunan standar nasional pelaporan dan pengawasan, penerapan audit sosial independen, serta integrasi CSR dengan agenda pembangunan nasional dan daerah. Reformasi tersebut menjadi prasyarat penting agar CSR tidak lagi sekadar menjadi simbol kepatuhan formal, melainkan bertransformasi menjadi mekanisme akuntabilitas sosial yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
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